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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/IV/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Gowa, telah mencatat dalam Buku

Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif

Pemilu, laporan dari:

Nama : IRPAN ARIFIN-----ccmmmmmm e
No.KTP Qs 800 67 Nois 00 e oy R ——
Alamat : J1. Pelelangan Kel. Tekolabbua Kec.

Pangkaje’ne Kab. Pangkep.------------------ w
TTL : Sungguminasa, 02 Februari 1979---------

Pekerjaan : Wiraswasta --------------ommmmmmommmo o

MELAPORKAN

KPPS dan Pengawas TPS 25 Kelurahan Tamarunang A

dalam hal ini terlapor adalah Penyelenggara Pemilu ¥
dengan laporan bertanggal 30 April 2019, dan dicatat *

dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor f
001/ADM/BWASL.GOWA/PEMILU/IV/2019.--—----------
Telah membaca Laporan Pelapor;----------------=----meemcee- /L/

Mendengar Keterangan Pelapor;--------------------ccccceeev
Mendengar Jawaban Terlapor;-----------=========mmmmcemeeu Lol
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-------------=mmmmmmmmmeme
Mendengar Keterangan Ahli; dan--------------------------—-—-
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala

bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----------
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b) bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

dengan hasil sebagai berikut: ---------=-ccmmmmmmee

1) URAIAN LAPORAN PELAPOR -
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa; -———-—----—-—-—-—--
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo

Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu
menyatakan: “Pelanggaran Administrasi Pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan  Pemilu dalam  setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu”. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU
Pemilu menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa,

mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi

- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Umum, yang berbunyi “Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan
memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; ------

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); ------- /

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, berbunyi: “Laporan pelanggaran
Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu,
dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu % /y\
LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu”; -----------=---======mmmmemeeeev



- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1)
yang berbunyi: “Pelapor dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c)
Pemantau Pemilu”;, ---------========= oo

- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih yang beralamat Jl. Pelelangan
Kel. Tekolabbua Kec. Pangkaje’ne Kab. Pangkep.
Dengan demikian Pelapor memiliki legal standing

untuk menyampaikan laporan.------------=-mcecmeeeo

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----——--------——-
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, berbunyi: “Laporan pelanggaran
Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)
disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”. ---
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun
2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5)
berbunyi: “Laporan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif
Pemilu TSM; ———--- ===
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan
pelanggaran Administrasi pada Rabu tanggal 17
April 2019 dan Pelapor menyampaikan laporan ke
Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal 26 April
2019, sehingga masih dalam tenggang waktu
pengajuan laporan dugaan pelanggaran

Administratif Pemilu. --------=--mommmmmmmmme






